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GUBERNUR SULAWES| TENGAH

. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR™ 2% TAHuLN 011

TE NTANG

PENATAUSAHAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £SA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

. a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

. Pedoman ‘Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layahan

Umum Daerah, dalam menyelenggarakan dan meningkatkan
layanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah
diberikan fieksibilitas dalam pengelolaan keuangannya;

. bahwa fieksibilitas dalam: pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daeran diperlukan upaya pengendalian daiam
perencanaan - dan " penganggaran serta
pertanggungiawabannya berupa pengaturan penaiausahaan

pengelolaan keuangan dengan peraturan gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hufuf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur © tentang Penatausahaan Pola Doﬁgelo[aan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerai;

Undang-Undang Normor 13 Tahun 1964 tientang
Penetapan Peraturan - Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun .1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulawesi ; Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

. Tingkat. |: Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat |
. Sulawesi "Selatan — Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia- Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1964 Nemor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2687); ,

Undang-Undang . Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daeral: {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahar Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tfentang Pemerintahan Daerah ’Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2608 Nomor :59,

Tambahan Lembaran Negara Republik !ndonesia Nomor
4844); :



. 3. Peraturan' Pemerintah "Nomor 23 Tahun 2005 tentang
: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan [Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

.. 4503);

4, ;Peraturan -Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan: Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang’ - Pedoman Pengelolaan Keuangan'  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan; Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -

6. Peraturan® Menteri Dalam Negeri  Nomor 61 Tahun 200?
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

§ Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan,Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan  Pemerintahan Daerah Provinsi
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2003

) Nomor 2);

8. Peraturary Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran - Daerah -Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008
Nomor 9},

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2010

' tentang Pedoman -Penerapan Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah
Provnns: Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor §7);

" MEMUTUSKAN :
Menetapkan . 'PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAUSAHAAN POLA
- PENGELOLAAN ~ KEUANGAN  BADAN  LAYANAN  UMUM
" DAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM
. Pasal 1 f

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dlmaksud dengan :

1.
2,

3.
4.

Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyeienggara
Pemerintahan daerah. ;- :
Gubernur adalah Gubernur SulaweSI Tengah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mehputl
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah. .

Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



10.

11.

12.
13.

14.

(1

@

(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan
kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 'penggguna
anggaran/pengguna barang. :

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah Biro Keuangan selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Gubernur uniuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar sefuruh pengeluaran pada PT. Bank Suiteng.

Badan Layanan ‘Umum Daerah: yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Safuan
Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. .

Pota Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BL.UD adaiah
pola pengeloiaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untulk
menerapkan prakiek-prakiek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat - dalam fangka memajukan kesejahteraan umum dan

‘mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

keuangan daerah pada umumnya.

Surplus Anggaran BLUD adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja
BLUD yang dihitung berdasarkari laporan keuangan pada suatu periode anggarary.
Defisit Anggaran BLUD adalah ‘selisin kurang antara pendapatan dengan belanja
BLUD yang dihitung berdasarkan laporan keuangan pada suatu periode anggaran.
Surat Perintah Pencairan Dana ‘'yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokuren
yang digunakan sebagai dasar pencairan’ dana yang diterbitkan Bendahara
Keuangan Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

- BABII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD

Bagian Kesatu - .
© Umum

Pasal 2
Penatausahaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari
APBD diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pada SKPD.
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada SKPD sebagaimana
dimaksud pada ‘ayat (1) yakni peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah beserta peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kedua
- Pejabat Pengelola

' - - Pasal 3
Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas
a. Pemimpin;
b. Pejabat Keuangan; dan
c. Pejabat Teknis

(2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD
4) Pejaba’t Pengelola BLUD dlangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
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Pasal 4

Pemimpin BLUD SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

Pemimpin BLUD SKPD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan

kewajlban

a. memimpin, mengarahkgan, membina, mengawasi, dan mengevaluas:
penyelenggaraan kegiatan BLUD; oo

b. menyusun Reéncana Strategi BISI‘IIS BLUD;

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkari ¢alon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain Pejabat yang telah
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan

f. memyampaikan dan mempertanggungjawab kinerja operasional serta keuanqan
BLUD kepada Gubernur. .

Pemimpin BLUD dalam melaksahakan tugas dan kewajiban sebagaimana dlmaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsn sebaga| penanggung jawab umum operas:onal dan
keuangan BLUD

. Pasal b
Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
merupakan Pejabat yang membidangi keuangan.
Pejabat Keuangan BLUD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
dan kewajiban :
mengkoordmasnkan penyusunan RBA;
menyiapkan DPA-BLUD; :
melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
menyelenggarakan pengelolaan kas;
melakukan pengelolaan utang piutang;
menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
menyelenggarakan sistem informasi dan manajemen keuangan; dan
menyelenggarakan akuntansi: dan penyusunan laporan keuangan.
Pejabat Keuangan BLUD - datam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab
keuangan BLUD.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat keuangan di bantu oleh pejabatl
staf yang mempunyai fungsi perencanaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansu
yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

: Pasal 6 - R
Pejabat Teknls BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 huruf c
merupakan pejabat yang melaksanakan bidang tertentu.
Pejabat Teknis - sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
kewajiban:
a. menyusun perencanaan keglatan teknis di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis: sesuai RBA; dan !
¢. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis
dibantu oleh Pejabat/Staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing- masmg
yang ditetapkan cleh Pemimpin BLUD. '
Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan
dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia
dan pemngkatan sumber daya Iamnya



' Baglan Ketiga
Dokumien Pelaksanaan Anggaran PPK- BLUD

Pasal 7
Dokumen pelaksanaan anggaran PPK-BLUD terdiri atas :
a. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD meliputi :
1. pendapatan dan biaya;
2. proyeksi arus kas; dan .
3. jumlah dan kualitas barangfjasa yang akan dihasilkan;
b. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelo[a BLUD;
¢. Format register/buku penatausahaan PPK — BLUD dlsesualkan dengan format yang
berlaku pada SKPD sesuai dengan kebutuhan.

1

: Baglan Keempat
Penatausahaan Pendapatan BLUD

Pasal 8

{1 Pendapatan BLUD selain dari APBD dan APBN dapat bersumber dari:

a. Jasa Layanan;

b. Hibah;

¢. Hasil kerja sama dengan pthak lain; dan

d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. :

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh darl jasa layanan yang d|benkan

_ kepada masyarakat.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(4) Hasil kerja sama dengan pihak‘lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha
lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

(5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf d
antara lain:

. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

. hasil pemanfaatan kekayaan

. jasa giro; '

. pendapatan bunga;

. keuntungan selisih nilai tukar ruplah terhadap mata uang asing; :

komisi, potongan atau benfuk lain sebagai akibat dari penjuafan danfatau

pengadaan barang dan/atau j Jasa oleh BL.UD; dan
g. hasil investast.

(6) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali berasat
dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD
sesuai RBA.

(7) Hibah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b diperlakukan sesuai
peruntukannya.

(8) Seluruh pendapatan BLUD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan
melalui rekening kas BLUD dan:dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan
_asli daerah pada jenis lain-lain’ pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek
pendapatan BLUD.

(9) Seluruh pendapatan sebagalmana dimaksud pada ayat (B) dilaporkan kepada
PPKD- Biro Keuadngan melajui Bagian Perbendaharaan dan diteruskan pada Kantor
Kas Daerah, tembusan Bagian. Akuntansi serta Dinas Pendapatan Daerah setiap
triwulan dengan menggunakan Format | yang disertaj surat tanda setoran (STS) nihil
dan Register Pengesahan Laporan Penerimaan Pendapatan BLUD dengan
meriggunakan Format la dan Format Ib.

(10)Surplus anggaran BLUD pada-akhir fahun anggaran dikelola penuh oleh BLUD
sebagai blaya operasional tahun anggaran berikutnya. :

" o0 T



(11)Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diminta oleh
pemerintah daerah dan d!masukan dalam kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh
gubernur.

(12)Biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam RBA dan disebabkan oleh.
kenaikan volume pelayananlkenalkan harga ‘dilaporkan sebagai bagian anggaran
tahun berikutnya.

(13) Piutang BLUD dikelola penuh BLUD sebagai biaya operasional BLUD.

(14) Berdasarkan. laporan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
PPKD-Biro Keuangan u.b. Bagiari Perbendaharaan melakukan Pengesahan Laporan
Pendapatan BLUD. :

(15)Berdasarkan Pengesahan sebagarmana dimaksud pada ayat (14) Kantor  Kas
Daerah dan Bagian Akuntansi, melakukan pencatatan sebagai akun. terhadap
penerimaan jenis lain-lain pendapatan asli daerah dalam Penerimaan APBD sesual
STS nihil yang dllamplrkan sebagalmana dimaksud pada ayat (9).

Baglan Kelima
Penatausahaan Biaya BLUD

- Pasal 9

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. :

(2) Biaya operasional mencakup - seluruh biaya yang menjadi beban RSUD/RSD dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

(3) Biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUDIRSD
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. '

(4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: '
a. biaya,pelayanan; dan '

b. biaya umum dan administrasi. -

(5) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup seluruh
biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, ten:dm
atas: , ‘

a. biaya pegawai

b. biaya bahan;,

c. biaya jam pelayanan;

d. biaya pemehharaan

e. biaya bharang dan jasa;
f. biaya pelayanan lain-lain.

(6) Biaya umum dan admlnlstraSI sebagalmana dimaksud pada ayat (4) huruf b

mencakup seluruh biaya operasmnal vang tidak berhubungan langsung dengan

* kegiatan pelayanan, terdiri atas:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

¢. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; ‘

f. biaya umum dan administrasi fain. . '
(7) Biaya non operasional sebagalmana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:

a. biaya bunga; : ‘

b. biaya administrasi Bank; .

c. biaya kerugian penjualan aset {etap;

d. biaya kerugian penurunan nilai;

e. biaya non operasional lain-lain.

(8) Pembebanan seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat {5) menyesuaikan kode rekening mata
anggaran masing-masing belanja sesuai peraturan yang berlaku dalam APBD.

(9) BLUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi penmgkatan
pendapatan serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BILLUD.

i



(10) Pengeluaran untuk investasi, mellputl

(1)

(2)

(3)

(4)
®

(6)
7

(1)

(2)
(3)

(4)

(M
()

a. Pembelian surat berharga,
b. Pengeluaran pembelian tanah,
c. Pengeluaran pembelian gedung,
d. Pengeluaran:untuk peralatan dan mesin,
e. Pengeluaran sarana fisik lainnya,

Pasal 10

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sefain dari APBD dan APBN
dilakukan dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) oleh Bendahara
Pengeluaran untuk disampaikan kepada Pemimpin BLUD sebagai pengguna
Anggaran SKPD melalui pejabat keuangan BLUD sebagai pejabat PPK-SKPD.
Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)} sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan berdasarkan permintaan pelaksanaan teknik PPK-BLUD.

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber selain dari APBD dan APBN
dilakukan dengan menerbitkan ‘SPM Pengesahan untuk disampaikan kepada PPKD
u.p. Kepala Bagian Perbendaharaan.

Penyampaian SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat
Peryataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD,

Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan SPM Pengesahan ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagran
Perbendaharaan menerbitkan SP2D Pengesahan penggunaan dana BLUD. A
Berdasarkan SP2D Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kantor Kas
Daerah dan Bagian Akuntansi melakukan pencatatan sebagai akun terhadap blaya
penggunaan dana BLUD dalam belanja APBD. :

Pasal 11

Flek3|bllltas pengeluaran blaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang
disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas
RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

Fleksibililitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang
berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

RSUD/RSD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat
menggunakan seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) sesuai
RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

RSUD/RSD berstatus BLUD Bertahap fidak diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
utang, pengelolaan 1nvestasn pengadaan barang dan/atau jasa. ;

Baglan Keenam
Pengelolaan Kas

Pasal 12

Transaxsn penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan

a. perencanaan. penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

> ¢. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;

d. pembayaran;

e. perolehan surhber dana untuk; menutup defisit jangka pendek; dan

f. pemanfaatan surplus kas Jangka pendek untuk memperoleh pendapatan
tambahan.



(3) Penerimaan BLUD pada setiap Ehari disetorkan seluruhiya ke rekening kas BLUD
'dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD. - ‘

' . Bagian Ketujuh ‘ :
Kelengkapan Administrasi, Akuntansi BLUD, '
Kerjasama Operasional dan Recruitment '

, _ - Pasal 13 .
(1) Kelengkapan administrasi pengelolaan keuangan BLUD meliputi:

Laporan Pendapatan BLUD sesuai Formnat I, Format la dan Format Ib;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab sesuai Format I1;

‘Laporan Realisasi Biaya BLUD sesuai Format lli; .
Surat Perintah Membayar Pengesahan sesuai Format IV dan Format lva; dan
Surat Pemyataan Tanggung Jawab Biaya BLUD sesuai Format V; o
Neraca sesuaj Format V¥; :

Laporan operasional sesuai Format Vil;

Laporan Arus Kas sesuai Format VIIL;

Penjelasan Catatan atas L.aporan Keuangan sesuai Format 1X; dan
j. Laporan Realisasi Anggaran sesuai Format X.

(2) Format | sampai dengan Format X tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini. !

mm@hoapoe

. Pasal 14
Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku bagi BLUD. '

' ~ Pasal 15 ‘
Pelaksanaan akuntansi sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 14 meliputi:
a. BLUD menyelenggarakan akuntansi oleh laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk
manajemen bisnis yang sehat; . :

b. penyelenggaraan akuntansi dan’laporan keuarigan menggunakan basis akrual baik
dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kéwajiban dan ekuitas dana;

c. dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BLUD dapat menerapkan akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan
persetujuan Menteri Keuangan; dan ,

d. 'BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman
pada standar akuntansi yang- beriaku untuk BLUD yang bersangkutan dan diatur
dengan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

~ Provinsi Sulawesi Tengah.. .~ ' '

- Pasal 16 :
(1) Dalam rangka penyelehggaraan}akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b pemimpin BLUD 'menyusun
kebijakan akuntansi ‘yang befpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis
layanannya. - o
"{2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban,
ekuitas dana, pendapatan dan biaya. :

_ .+ Pasal17 : : :
Pelaksanaan pelaporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
adalah: ' '
a. laporan keuangan BLUD terdiri atas: _ ' :
1. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas 'dana'pada tanggal tertentu;



(1)

)

()

2. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD
selama satu periode; B : :

3. laporan arus kas yang ‘menjanjikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas
operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan. danfatau pembiayaan yang

menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir selama
neriode tertentu; dan . . - :

4, catatan atas Iaporan:keuanganf;‘

. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 disertai deng'an

laporan kinerja yang berisikan inférmasi pendapatan hasil/keluaran BLUD; .
laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 diaudit oleh
pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 18 :
Setiap bulan BLUD menyusun ‘dan menyampaikan laporan operasior:al kepada
PPKD u.p. Kepala Bagian Akuntansi dengan tembusan Kantor Kas Daerah paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir yang menyesuaikan
dengan bentuk format laporan sebagaim'ana.dimaksud dalam Pasal 13.
Setiap triwvlan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan
laporan arus kas kepada PPKD u.p. Kepala Bagian Akuntansi dengan tembusan

Kantor Kas Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan
berakhir. .' : o
Setiap semester. dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas

dan catatan atas iaporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk

) dikonsolidasikan-ke dalam, laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 1

(4)

(1)
)

(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
kepentingan- konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedelapan ‘
Tarif Layanan BLUD ‘ ]

: , N Paéal 19 . :
BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang
dan/atau jasa layanan yang diberikan. _ ,
imbalan atas barang/atau jasa, layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 ditetapkan dalam bentuk tarif yang disuse n atas dasar perhitungan biaya satuan-per

3)
@

(N
(2)
3)

unit layanan atau hasii per investasi dana.

Tarif sebgaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang. wajar dari
investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau
pola tarif sesuai jenis layanan BLUD. '

- Pasal 20 .
Tarif layanan BLUD-SKPD diusujkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. . :
‘Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubemur
melalui kepala SKPD. . : -
Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan
kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang
sehat. e ‘ :



(4) Gubernur dalam-menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditetapkan oleh gubemur yang keanggotaannya dapat berasal dari: '
a. pembina teknis; Z |
b. pembina keuangan;
c. unsur perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi. C

Bagian Kesembilan
Fleksibilitas Pengeluaran BLUD

, . Pasal 21 =

(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume
kegiatan pelayanan. - . - '

(2) Fleksibilitas pengeluaran. Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan. dengan perubahan
pendapatan daiam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. ;

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD
dan hibah terikat. | ‘f ' , :

(4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk BLUD Bertahap. S : :

Pasal 22 :

(1) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling sedikit mencakup seluruh pendapatan
dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa atau barang yang
dihasilkan oleh BLUD. N . .

(2) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran belum disahkan PPKD, BLUD dapat
melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan
anggaran tahun lalu. . '

(3) Sebagat manifestasi dari hubungan kerja antara Gubernur dengan pimpinan BLUD,
kedua belah pihak menandatangani perjanjian -kinerja (contractual performance
agreement), ' f

(4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur
menugaskan pimpinan BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum
sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. '

(5) Berdasarkan perjanjian dimaksud pada ayat (4) pimpinan BLUD berhak mengelola
dana sebagaimana tertuang - dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

(6) BLUD berhak menarik dana secara berkala sebesar selisih (mismateh) antara jumlah
kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan

" jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan. menerbitkan Surat Perintah
* Membayar (SPM).. '

(7) Dalam hal terjadi kekurangan . anggaran, Pemimpin BLUD mengajukan usulan
tambahan anggaran dari APBD kepada Gubenur melalui Sekretaris Daerah sesuai
dengan mekanisme APBD. : ‘

(8) Pemimpin BLUD melaporkan - pengeluaran biaya BLUD yang melebihi plafon
anggaran dalam RBA kepada Gubernur. '

(9) Pemimpin BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian biaya
operasional, jika diperlukan datam rangka peningkatan kapasitas dan mutu tayanan
dengan melaporkan hal tersebut-kepada Gubernur:

(10)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terbatas pada
pengeluaran biaya yang bersumber dari jasa layanan BLUD. :



Bagian 'Kesepululh
Rekening Bank

Pasal 23 ‘
BLUD dapat membuka rekening pada bank umum untuk menyimpan dan menampung
seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Baglan Kesebelas
Bendahara Pengeluaran BLUD

* Pasal 24
BLUD dapat menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk masing — masing

sumber biaya yang berasal dari APBD dan yang berasal dari pendapatan pelayanan
BLUD.

f

_Ba}gian Keduabelas
- Remunerasi

Pasal 25 '

(1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan
pegawai BLUD dapat diberlkan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung Jawab
dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang
dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi,
pesangon dan/atau pensiun. ;

(3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebaga;mana
dimaksud pada ayat-(1) diberikan dalam bentuk honorarium.

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan
oleh Gubernur berdasarkan usulan yang dtsampalkan oleh pemimpin BLUD-SKPD
melalui sekretaris daerah. =

(5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan
oleh Gubernur berdasarkan usulan pemimpin BLUD- Unlt Kerja melalui kepala SKPD.

Pasal 26

(1)Penetapén remunerasi pemlmpin' BLUD mempertimbangkan faktor-faktor yang
berdasarkan:

a. ukuran (size} dan Jumlah aset yang dlkelola BLUD, tingkat pelayanan serta
produktivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;

¢. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubenur dengan mempertlmbangkan
antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pe;abat teknis ditetapkan palmg banyak sebesar 90%
(sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD. -

BAB ill
BADAN PENGAWAS

Pasal 27

(1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau
nilai aset menurut neraca yang ‘memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan
pengawas.

(2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dltetapkan
sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota dewan
pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.

(3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumiah anggota dewan
pengawas sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang
ditetapkan oleh Menterl Keuangan :



(4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan permmpir.
BLUD.

(56) Pembentukan dewan pengawas sebagalmana dimaksud pada ayat (4) berpedoman

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman teknis pengelolaan
keuangah BLUD

Pasal 28

(1) Dewan pengawas bertugés melakukan p'embin‘aan dan pengawasan terhadap

pengeloiaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

(2) Dewan pengawas berkewajiban: -
a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA ‘yéng
diusulkan oleh pgjabat pengelola :
b. mengikuti perkembangan keglatan 'BLUD dan memberlkan pendapat serta Saran

kepada Gubernur mquenal setiap masalah yang dianggap penting bagi
pengelolaan BLUD; ' '

c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD; -

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengeioiaan
BLUD; .

e. melakukan evaluasi dan pemlalan kinerja baik keuangan maupun non-Keuangan,
serta memberikan saran dan catatan-catatan pentmg untuk ditindaklanjuti oleh
pejabat pengelola BLUD; dan :

f." memonitor tlndak lanjut hasil evaluam dan penilaian kinerja.

(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Gubernur secara: berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun ’
dan sewaktu-wakiu apabila dlperlukan

Pasal 29
Segala biaya yang diperlukan daiam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris
dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 30
(1) Ketentuan lebih Ianjut mengenai rmcran teknis kebijakan penatausahaan pengelolaan
keuangan BLUD ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
(2) Teknis kebijakan penatausahaan;pengelola keuangan BLUD sebagaimana d|maksud
‘pada ayat (1) disampalkan kepada PPKD Biro Keuangan.

. BAB IV, |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31 |
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Provms: Sulawesi Tengah.

_ Dltetapkan di Palu
" SARAF ROORDINAGT ] pada tanggal 21 Duwni Lo1d »
PRJABAT | PARAE | - GUBERNUR\SULAWES! TENGAH, d‘r..

BIRO HU[('-JMi T/ _. | |
@ﬂ-ﬂ%ﬂ S . | ‘

1
LY b LONGKI'DJANGGOLA




LAMPIRAN

" " NOMOR .

PERATURAI\j GUBERNUR SULAWESI] TENGAH
_ ¢ 21 TAHUN 20t}
TANGGAL a4 Qung 201

FORMAT |

PENGESAHAN LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEI:VIERINTAI%I PROVINSI| SULAWESI TENGAH
LAPORAN PENDAPATAN BLUD

TRIWULAN ..... TAHUN ........
' . | REALISAS! | REALISASI | REALISASI i
NO URAIAN . | ANGGARAN . S/D TRIWULAN S/D LEBIH
' DALAM | TRIWULAN INI TRIWULAN | (KURANG)
DPA LALU INI J
1. | Jasa Layanan ! :
2. | Hibah -
3. | Kerjasama '
4. | APBD
5. | APBN :
6. | Lain-lain !
Pendapatan '
BLUD yang -
sah. )
JUMLAH
Pall,...oeeeeeeereceeeremsiesnenes 20......
Mengésahkan, Pemimpin BLUD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah’

{tanda tanéan)

(nama lengkap)
|| o

(tanda tangan)

{nama lengkap)

NIP...coonaire-e




. FORMAT la

'PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT TANDA SETORAN (STS) NIHIL

STS NO-.ceorcvereegraerranes i Bank oo ,

- No. Rekening ........ccccceenenne '
Harap diterima Uang sebesar ... -
(dengan huruf) eieeeeereetereren et s et a et s e et s embeser s s rereaeneenteenees

...............................................................................

Dengan rincian sebagai berikut :

No. Kode Rékening _ . - Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp)
Jumlah
Uang tersebut diterima ﬁada tangg?l reeerereeeeeerisirmreeesesseaeeseesireiatienataranerrsine e
Pengguna Anggaran/ \ :
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Kasir KASDA
ttd S owd td
(Nama Lengka) " (Nama Lengkap) {Nama Lengkap)

NiIP. t - NIP. NIP.

Me.?ngesahkan, ~
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Tid

. (Nama Lengkap)
NIP.



. FORMAT Ib

PRQVINSI‘ SULAWES] TENGAH

REGISTER PENGESAHAN LAPORAN
PENERIMAAN PENDAPATAN BLUD

Hataman ... . .

No. Urut Tanggal Uraian rincian Obyek Jurﬁlah STS (Rp) Keterahgén
1 2 .3 4 5
Jumlah’
“Mengetahui ;... Tanggal..............

PEMIMPIN BLUD sebagai
Pengguna Anggaran/ !
- Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lenékap)
' NIP.

Pejabat Pengelola Keuangah
sebagai PPK- SKPD

(Nama Lengkap)
NIP. -




. FORMAT # '
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENDAPATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

_ PEMERINTAH l%?ROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (S5PTJ) ,
' PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ............... |

Sehubungan dengan pendapatan BLUD...... Triwulan
Anggaran ........ sebesar Rp........... (ceveerrerrere e ), yang
bersumber dari pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Laln—lam
Pendapatan BLUD yang sah, adalah tanggung jawab kami.

_ Pendapatan tersebut telah dllaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan
dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan buktl-
bukti penenmaan ada pada kami. :

Demikian . surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
laporan pendapatan BLUD.......... - :

Palu, ..o 20 |
Pemimpin BLUD «..ovoveeeeeee... '
(tanda tangan)
{(nama lengkap)



. FORMAT M
PENGESAHAN LAPORAN REALISAS! BIAYA

PEMERINTAH’S PROVINS| SULAWESI TENGAH
' LAPORAN REALISASI BIAYA BLUD..........coonneees

TRIWULAN

..... TAHUN

NO

URAIAN

ANGGARAN |
© .DALAM

DPA

REALISASI
S/D
TRIWULAN
LALU

T REALISASI
TRIWULAN
Nt

REALISAS
siD,
TRIWULAN
INI

LEBIH
(KURANG)

BIAYA OPERASIONAL !

Biaya Pelayanan

. Biaya pegawai

.-Biaya bahan

Biaya jasa layanan

Biaya pemeliharaan

Biaya barang dan jasa

Biaya Depresiasi - ;
. Biaya pelayanan fainnya

iaya Umum dan Administrasi
Biaya Pegawali
Biaya administrasi kantor

. Biaya pemeliharaan

. Biaya barang & jasa

. Biaya promosi '

Biaya Depresiasi

g. Biaya umum dan administrasi

lainnya i

BIAYA NON OPERASIONAL

a. Biaya bunga

b. Biaya administrasi bank

c. Kerugian penjualan aset tetap

d. Kerugian penurunan nilai kurs

e. Biaya non operasional lainnya

PO THO DR TOAL TR

JUMLAH

PENGELUARAN INVESTASI

5. Pembelian Surat Berharga

9. Pengeluaran Pembellan
Tanah

c. Pengeluaran Pembelian
Gedung

q. Pengeluaran Untuk Peralatan
Dan Mesin

e. Pengeluaran Untuk Sarana
Fisik Lainnya

JUMLAH

PENGELUARAN PENDANAAN/
PEMBIAYAAN

Pembayaran Pokok Hutang

b. Pembayaran Bunga

c. Pembayaran Administrasi,

Komisi, Provisi, Denda
JUMLAH .

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)
{nama lengkap)

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)
{nama lengkap)




. . FORMAT IV
SURAT PEFllNTAH MEMBAYAR PENGESAHAN

, PEMERINTAH jF’ROVINSl SULAWESI TENGAH

SPM PENGESAHAN BLUD--"-IHHI!!::!!!
TRIWULAN ............ TAHUN ............
REALISASI REALISASI :
: . ANG(;}ARAN S/b REALISASI S/D LEBIH
NO URAIAN DALAM TRIWULAN | TRIWULAN | TRIWULAN | (KURANG)
DPA - LALU NI Nt g
A. | BIAYA OPERASIONAL
1. | Biaya Pelayanan

a. Biaya pegawai
b. Biaya bahan
c. Biaya jasa layanan -
d. Biaya pemeliharaan
e. Biaya barang dan jasa
f. Biaya Depresiasi
g. Biaya pelayanan lainnya
Biaya Umum dan Admlmstrasl
. Biaya Pegawai
. Biaya administrasi kantor
. Biaya pemeliharaan
. Biaya barang & jasa
. Biaya promosi
Biaya Depresiasi
g. Biaya umum dan adm:mstras;
lainnya
BIAYA NON.OPERASIONAL
a. Biaya bunga
b. Biaya administrasi bank
c. Kerugian penjualan aset fetap
d. Kerugian penurunan nilai kurs
e. Biaya non operaswnal fainnya

o a0 U o

JUMLAH

PENGELUARAN INVESTASI

a. Pembelian Surat Berharga

b. Pengeluaran Pembelian Tanah

C. Pengeluaran Pembelian Gedung

d. Pengeluaran Untuk Peraiatan
Dan Mesin

e. Pengeluaran Untuk Sarana Fisik
- Lainnya

JUMLAH

PENGELUARAN PENDANAANI
PEMBIAYAAN

. Pembayaran Pokok Hutang

b. Pembayaran Bunga .

> Pembayaran Administrasi, -
Komisi, Provisi, Denda

~JUMLAH

Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

{tanda tangan)
{(nama lengkap)

Calatan:

Bagi BLUD Unit Kerja, tembusan SPM Pengesahan dfsampa/kan kepada

bersangkutan untuk diketahur.

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Kepala SKPD yg




" FORMAT Va

PROV]NSI SULAWESI TENGAH
REGISTER PENGESAHAN SURAT PERM!NTAAN PEMBAYARAN

(SPM) BLUD.
. . Halaman .:. -
No. Urut Tanggal Uraxan Kode Jumlah SPM (Rp) Keterangan
' - Rekening’ ' .,
1 2 P 3 4 7 5
Jumlah
Mengetahui ......... ,Tanggal......cc...........
PEMIMPIN BLUD sébagai o . PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
Pengguna Anggaran/ ol SEBAGAI PPK-SPKD
Kuasa Pengguna Anggaran . ‘ : - |
Ttd L ttd |
(Nama Lengkap) - , : (Nama Lengkap)
NIP. L : : NIP.




f FORMAT V

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BIAYA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

' PEMERINTAH PROVINSI SULAWEST TENGAH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH o

1

Sehubungan dengan. pengeluaran biaya BLUD ...... Triwulan ............ Tahin
Anggaran ......... sebesar Rp.......... S O SO ), yang

berasal dari. pendapatan: Jasa Layanan, Hubah Hasil Kerjasama dan Lain-lain
Pendapatan yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan
sistem pengendahan intern yang -memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan
dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaky pada BLUD dan buku~
bukti pengeluaran ada pada kami.

. Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BLUD..........

]

(tanda tangan)

nama lenaka



FORMAT NERACA VI :

NERACA

Per 31 Desember 2xxx

. Uraian. .

Per

Per )
31 Desaember 2XG(

31 Desambar -1

3

I. ASET

A. Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Piutang usaha ;

Piutang lain-lain

Persediaan

Uang muka .

N[O (V]I

Pendapatan yang masih harus
diterima

Jumlah Aset Lancai-.

B. Investasi jangka Panjang

C. Aset Tetap

e

Tanah

.. _Gedung dan bangunan

Pelalatan dan mesin

2
3.
4, Kendaraan
5

Perlengkapan dan peralatan kantor

6. Dst...cvvecrneens

Akumulasi penyusutan

Nilai buku aset tetap

Jumlah Aset Tetap

D. Aset Lain-lain.

Jumiah Aset Lain-lain

JUMLAH ASET (A+B+C)

II. KEWAJIBAN

-A. Kewajiban Jangka Pendek

Hutang Usaha

Hutang Paiak

Biaya yang masih harus dibayar.

Sl bl Il o

Hutang jangka panjang yang ]atuh
tempo dalam satu tahun,

Pendapatan yang diterima di muka-

Hutang jangka pendek lainnya

Nlolwn

Jumiah Kewaijiban Jangka Pendek
B. Kewajiban Jangka Panjang. '

1.  Pinjaman BLUD kepada ......

Jumlah Kewajiban Jang!(a Panjamg

Jumlah Kewajlban

11T, EKUITAS

1. Ekuitas awal

2. APBD

3. Hibah

4. Donasi




5. Surplus dan Déﬁs'it tahun lalu

6. Surplus dan Defisit tahun berjalan |

A '

Jumiah Ekuitas

JUMLAH KEWATIBAN DAN EKUITAS'

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD
Selaku

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggar_ah

1

tanda tangan

(nama terang)
NIP. .....




 FORMAT VII

p,APORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL BLUD ......

TRIWULAN sEwEmaAwm
:‘TAHUNI!IIIIIII
Komponen’ Anggaran | Realisasi | Realisasi | Realisasi Lebih/
Dalam X Triwulan S.d (kurang)
DPA Triwulan Ini Triwulan :
: Lalu , ini .
: i ‘ 3 4 5 6
A. PENDAPATAN BLUD

1. Pendapatan dari
Jasa Layanan.

Hibah

Hasil Kerjasama

APBD

- APBN

LI AN

Lain-lain
pendapatan BLUD
yang sah

JUMLAH :
PENDAPATAN

B. BIAYA BLUD

B.1. BIAYA -~
OPERASIONAL

1. Biaya Pelayanan

a. Biaya pegawai

h. Biaya bahan

c. Biaya jasa
pelayanan

d. - Biaya pemeliharaan

e. Biaya barang dan
" jasa

f. Biaya Depresiasi

atau Amortisasi  *

g. Biaya Pelayanan
lainnya )

2. Biaya Umum dan
- Administrasi

a. Biaya Pegawai

b. Biaya Administrasi
Kantor

c. * Biaya Pemeliharaan

d. Biaya Barang dan
Jasa

e. Biaya Promosi

f. Biaya Depresiasi
atau Amortisasi

g: Biaya Umum dan
Administrasi
Lainnya.

B.2. BIAYANON .
OPERASIONAL

Biaya Bunga

o |w

Biaya Administrasi Bank

¢. Biaya Non
Operasional Lainnya

C. SURPLUS (DEFISIT)
SEBELUM POS LUAR

BIASA




(A-B1-B.2)

1. Keuntungan Luar Biasa

2. Kerugian Luar Biasa

SURPLUS/ (DEFISIT)
(c-€.1-.C2)

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD
' ' Selaku -

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarah

tanda tangan

(nama terang)
NIP. .....




Nady Ueewiausg b

Qgdy- ueewliausd ‘¢

UeqiH UBWaUsd 7

sejy3 UBUEqWEL T

UeeACIqUIDd /useuepliad SEHAMY 1ed Se sniy °)

SEISeAUT UBjRqUISd

‘dejal j95v Ueysjosed

[5BIS9AU] [ISEH

uje|-uie7 39Sy uejenfuad jiseH

-deje] 19sy ueenlued [ISeH

ISBISOAU] UB[eniUSd Hep ueewiliausd

v—ir\imq:Lrixdr\cd

jSE155AU] yNun uelenjebuad

J5E35eAUT STIIARY Hed Se) m:..« q

EARSSRSAYRNIPIALANR IR AP “WD .T

[BUOISEISAQ sjnjun uesen@buad '€ -

ueqibey/bueind ueewtsuad g

weleke] iep UReWilsUad T

_mc...u._w_.m..wao SEAINY L1eq se) m:.& v

5 v €

9 . T
Ul uUenMmLL Uy uefnmpdt njev uefMUL
uebueisioy P'S Isesijesy "jsesijeay ps |sesijesy ueleln

wweres TYDONYL VAV YIHNVYIE ONVA QORI NINA
T i 018 SV SNUV NVHOdYT
HVONAL ISTMVINS ISNIAOY HVINIYIWad

SY) SNYUV NVHO0dV1 ITIIA LVINNOL



e dIN . - . : _ .
{Buess) pweu) : : . _ -

" uebuey mncﬂ

migps . . :
anng uebuenay jeqefed/anng wdwiwsd N -(1enja)y s shay) sey ueblieinbuad ueyednion
R . e - e o o gy ‘ra‘ea’ra’eyv
urkAmsaRIEERRSETEEBNIEEYSNIRC s Enansnnse ' ’ ) ' N .
Med -(ynsel sey shiy) sey ueyequeusd ueyednisn
: ‘60 4D gD T 1D 'sa e ‘e ‘Tra TV TY
. . . uEee)

SV 0QT¥YS HVIWNE

[EMY SE) e1ejas Uep se)y

sey yisiag (Ueuninuagd) ueyleusay

uewelnd ueleAeqiuad '9

‘uewefuld ueysiodad 'S

L



b.

' FORMAT IX
PENJELASAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD
; Selaku
* Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

tanda fangan

(nama terang)
- NIP. .....
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